
BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis hasil penelitian pada BAB V, maka penulis menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: Akuntabilitas pelayanan E-KTP di Dinas Kendudukan dan 

Pencatatan Sipil Manggarai Timur belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara 

menggunakan 6 dimensi yang digunakan oleh penulis, yang belum berjalan dengan baik yaitu:  

1. Legitimasi Para Pembuat Kebijakan 

Prosedur yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah baik. 

Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai prosedur pembuatan 

E-KTP. 

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai 

Pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat yang kurang baik, sehingga 

banyaknya keluhan dan saran yang diberikan oleh masyarakat kepada pegawai. Dalam 

hal ini keluhan yang diberikan berupa: kurang ramah dalam melayani, tidak tepat waktu 

dalam pelayanan, jam buka loket yang tidak tepat waktu dan adanya nepotisme. 

3. Kepekaan  

Para pegawai dalam menanggapi kebingungan masyarakat kurang baik. Sehingga masih 

banyak masyarakat yang  kebingungan berkaitan dengan proses untuk mengurus 

pembuatan E-KTP. Para pegawai seharusnya memiliki sikap yang responsif dalam 



menanggapi kebingungan masyarakat. Para pegawai harus bertanggung jawab dalam 

melakukan pelayanan terhadap masyarakat. 

4. Keterbukaan  

Kejelasan mengenai alur-alur dan persyaratan tersebut belum baik dan belum sepenuhnya 

disampaikan langsung kepada masyarakat. Karena masyarakat masih kebingungan 

berkaitan dengan alur-alur dan persyaratan pembuatan E-KTP. Seharusnya para pegawai 

harus tetap memajang alur-alur dan persyaratan pembuatan E-KTP. Sehingga masyarakat 

bisa tau dan terarah mengenai alur-alur dan syarat-syarat tersebut. 

5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal 

Sarana penunjang pembuatan E-KTP yang kurang lengkap dan barang yang sering 

mengalami kerusakan, sehingga menghambat proses pembuatan E-KTP. Sedangkan 

untuk kondisi ruangan (ruang tunggu dan toilet) belum terfasilitasi karena belum 

tersedianya kursi dan meja untuk menulis data yang diperlukan serta kondisi toilet yang 

tidak terawat. Ini tentunya merupakan sebuah tugas bagi kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Manggarai TImur untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dalam 

memberikan pelayanan. Apalagi, kantor tersebut bisa dikatakan salah satu kantor yang 

tidak pernah sepi dari kunjungan masyarakat yang ingin melakukan pembuatan E-KTP 

ataupun jenis pelayanan lainnya. Kenyamanan masyarakat tentu harus diperhatikan 

apalagi dalam pembuatan E-KTP menyita waktu yang cukup lama. Dan perlu 

diperhatikan lagi kondisi dan fasilitas ruangan 

6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 

Masih kurangnya kejelasan waktu penerbitan E-KTP sehingga menyebabkan banyaknya 

keluhan dari masyarakat. Sedangkan untuk biaya, tidak ada pungutan sama sekali. Dalam 



hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur tentu memiliki tugas 

yang berat dalam ketepatan waktu pembuatan E-KTP. Kejelasan waktu mengenai 

pencetakan E-KTP tentu sangat dinantikan oleh masyarakat agar mereka merasa tidak 

menunggu terlalu lama. 

6.2 Saran 

1. Melihat dengan kondisi pelayanan yang diberikan sebagaimana dengan kesimpulan di 

atas maka penulis menyarankan kepada para pegawai agar tepat waktu dalam mmberikan 

pelayanan serta melayani masyarakat dengan ramah  

2. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur harus memajang alur-

alur dan persyaratan di dekat loket, agar masyarakat tidak kebingungan. 

3. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur memastikan kejelasan 

mengenai ketepatan waktu dalam proses pembuatan E-KTP. Sehingga tidak ada keluhan 

dari masyarakat 

4. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur harus melakukan 

sosialisasi mengenai prosedur pembuatan E-KTP sehingga masyarakat tidak kebingungan 

dan bisa mengetahui porsedur pembuatan E-KTP. 

5. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur harus memperhatikan 

kondisi sarana prasarana seperti : ruang tunggu dan toilet  

6. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur harus memberikan 

pelayanan dengan baik karena itu merupakan hak masyarakat 
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